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ABSTRAK

Pertumbuhan penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta dewasa ini
mengalami peningkatan secara drastis. Kehadirannya dinilai memiliki sejumlah
dampak, baik bersifat positif maupun negatif. Dampak-dampak tersebut disinyalir
kuat telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta,
mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Dalam rangka meminimalisasi
dampak negatif dari penyelenggaraan pondokan, Pemerintah Daerah Kota
Yogyakarta mengeluarkan seperangkat aturan berupa Perda Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pondokan. Kendati telah diberlakukan sejak 10 Maret
2017, sebagian masyarakat atau pihak yang memiliki kepentingan dengan
peraturan tersebut justru tidak mengindahkan ketentuan yang terdapat di
dalamnya. Dengan kondisi seperti itu, hadir dua pertanyaan yang penyusun
anggap perlu untuk dikaji lebih lanjut, yakni: Pertama, bagaimana pengaturan
penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta. Kedua, apakah pembentukan
Perda No. 1 Tahun 2017 telah memperhatikan antropologi hukum dan Magasid
Syariahyang tengah berkembang di masyarakat Kota Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menemukan solusi
yang dilihat dari perspektif yuridis-antropologis dan magqgasid syari’ah
berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Sedangkan metode analisis data yang
digunakan adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan teori antropologi
hukum dan magqasid syari’ah. Metode pengumpulan data dengan menelaah
literatur dari perpustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembentukan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di
dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Kedua, Perda tentang Penyelenggaraan Pondokan
di Kota Yogyakarta telah memperhatikan aspek antropolgi hukum dan magasid
syari’ah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dapat diketahui
dengan merujuk konsideran “menimbang” dan “mengingat” yang termuat pada
peraturan tersebut. Meskipun demikian, beberapa ketentuan yang terdapat di
dalamnya tidak diindahkan oleh pemondok, sebagaimana tertuang pada Pasal 16
ayat (1) dan ayat (2). Ketidakpatuhan pemondok tersebut merupakan akibat
ketidakpatuhan penyelenggaraan pondokan terhadap ketentuan yang disebutkan
pada Pasal 13, mulai dari huruf a hingga huruf h.Diperlukan upaya sosialisasi,
pembinaan, dan pengawasan secara intens dari pihak terkait (Pemerintah Daerah),
agar keberlakuan, kesadaran, serta ketaatan hukum masyarakat Kota Yogyakarta
terhadap peraturan penyelenggaraan pondokan dapat meningkat. Pasalnya, tugas-
tugas tersebut telah dinyatakan dengan tegas pada Pasal 20 ayat (1) sampai ayat

(5).

Kata kunci: penyelenggaraan pondokan, antropologi hukum,magashid syari’ah.



ABSTRACT

The growth of lodging arrangements in the city of jogyakarta has seen a
drastic increase today. Its presence is judged to have a number of impacts, both
positive and negative. The effects there have been strong impacts that have
affected all aspects of yogyakarta life, ranging from economic, social, to culture.
In an effort to minimize the negative effects of the housing arrangement, the city
government of yogyakarta issued a 2017 set of rules governing how to measure
accommodations. Although it has been enforced since March 10, 2017, some
societies or parties with interest to the regulation have not heeded the terms. With
such conditions, there were two questions that shrinker deemed necessary for
further review, namely: first, how arranged for lodging in the city of jogyakarta.
Second, whether the no.1 ordinance of 2017 has noticed the growing islamic
anthropology and magasid in the city of yogyakarta.

It is a qualitative study by finding solutions seen from an anthropological
and heretical magasid medical perspective based on field data and library data.
The method of analysis of the data used is a analytical description using the law
anthropology theory and the shia maqasid. Data collection methods by studying
the literature of libraries and interviews.

Studies indicate that: first, the creation of a 2017 no. 1 state regulation has
been compliant with the provision found in article 14 of the 2011 article no. 12
legislation. Second, the customs of the arrangement for accommodations in the
city of yogyakarta has taken note of the legal anthropology and the magasid syari
PIC PIC PIC, which has developed among the people. This can be known by
referring to the context of "weighing” and “remembering” contained to the
regulations. Nevertheless, some of the provisions presented therein are not
observed by the founder, as reflected in chapter 16 of verse (1) and verse (2). Such
disobedience is the result of the disobedience of the provision of housing to the
provision set forth in chapter 13, from the letter a to the letter hvad, initiated by
social efforts, coaching, and intense supervision of the involved (state), in order to
establish attitudes, consciousness, And the obedience of jogyakarta law against
the rules of accommodations can be increased. In chapter, these assignments have
been forcefully stated in chapter 20 verses (1) to verse (5).

Keywords: the rules for parliamentary elections, legal anthropology, magashid
syari’ah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 N0.158/1987 dan no. 05436/U/1987.

Tertanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
‘ Alif | Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Sa $ es (dengantitik di atas)
T Jim J Je
d ha h ha (dengantitik di bawah)
d Kha Kh kadan ha
3 Dal D De
5 Zal Z zet (dengantitik di atas)
J Ra R Er
) Zai A Zet
o Sin S Es
By Syin Sy esdan ye
N sad S es (dengantitik di bawah)
N dad d de (dengantitik di bawah)
b ta t te (dengantitik di bawah)




b za y zet (dengantitik di bawah)
4 ‘ain Komaterbalik di atas
¢ Gain G Ge

< Fa F Ef

S Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

© Nun N En

3 Wau W We

A Ha H Ha

s Hamzah ny Apostrof

¢ Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:
Luaz1 Afmadiyyah
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

F S ditulis jama’ah

2. Bila dihidupkan ditulis t.
A 4eas ditulis ni'matullah

kil S ditulis  zakartul- fitri

Xi



D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang
a panjang ditulis a, i panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis @, masing-
masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.
1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)
dlals  ditulis Jjahiliyyah
2. fathah + alif magqsiir, ditulis a (garis di atas)
g ditulis yas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis 1 (garis di atas)
2 ditulis majid
4. dammah + wau mati, ditulis G (dengan garis di atas)

UasA  ditulis furd

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis ai, contoh:

2
{.&'-“J,ditulis Bainakum

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

J33ditulis Qaul

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof
)

G-uﬁ A’antum

e Mu’annas

H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:
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oAl Al-Qur’an

) Al-giyas
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)-nya.
el As-Sama’

w&fﬁ\ Asy-Syams

. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.
uﬁj}ﬂbjs ditulis Zawi al-furid
2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

contoh:

LLINMAT ditulis Ahl as-Sunnah

ALY ditulis Syaikh al-Isiam atau Syaikhul-Zsiam
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pondokan di wilayah Kota Yogyakarta dewasa ini telah
mengalami peningkatan secara drastis.Peningkatan tersebut membawa sederet
dampak bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarata, mulai dari
ekonomi, sosial, hingga budaya masyarakat. Pondokan juga dipercaya tidak serta
merta membawa efek positf, melainkan sangat mungkin mengakibatkan
munculnya sejumah efek negatif. Untuk menghindari kemungkinan buruk yang
ditimbulkan dari pondokan, Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan sebuah
produk hukum berupa Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pondokan (selanjutnya ditulis dengan Perda No. 1 Tahun 2017).

Apabila merujuk pada Perda No. 1 Tahun 2017, Pasal 1 angka 2,
Pondokan dijelaskan sebagai berikut:*

“Pondokan adalah rumah atau bangunan gedung yang terdiri dari kamar

dan fasilitas penunjang yang dihuni oleh pemondok untuk jangka waktu

tertentu dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran”.

Selain itu, istilah pondokan bagi masyarakat sering disebut dengan kos-
kosan ataupun indekos. Pondokan merupakan jasa yang menawarkan sebuah
kamar atau tempat untuk ditingali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk
priode tertentu. Pondokan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan papan

masyarakat yang bersifat sementara.

! peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pondokan.



Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sendiri semula telah mengeluarkan
Perda No. 4 Tahun 2003 yang mengatur perkara serupa yakni penyelenggaraan
pondokan.Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu yang kurang lebih
12(dua belas)Tahun lamanya, peraturan daerah tersebut dipandang sudah tidak
memadai lagi untuk mengatur penyelenggaraan pondokan saat ini. Selain itu,
tanggung jawab dari penyelenggaraan pondokan yang selama ini dirasakan belum
menyentuh aspek edukasi dan moral.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta kemudian membuat inisiatif dengan
melakukan perubahan terhadap peraturan daerah tersebut dan digantikan dengan
Perda No. 1 Tahun 2017.Perubahannya diandaikan untuk memperkuat
peraturandibidang: persyaratan dalam izin penyelenggaraan pondokan, kewajiban
dan larangan, pengawasan, peran serta masyarakat, sertifikasi pondokan layak
huni, dan pengenaan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan
daerah. Sebagaimana diketahui, pondokan adalah jasa yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pondokan, yang oleh Perda No. 1 Tahun 2017 dijelaskan dalam
Pasal 1 angka 1 sebagai:

“Penyelengara pondokan adalah setiap orang yang mengelola pondokan”.

Lebih lanjut, penyelenggara pondokan memiliki tanggung jawab untuk
mewujudkan dan menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai Kota pendidikan dan
Kota budaya. Dengan demikian, izin penyelenggaraan pondokan menjadi

keharusan serta instrumen penting yang mesti mendapat pengawasan hingga



penegakan hukum bilamana dipandang perlu. Secara umum, Perda No. 1 Tahun
2017 memuat: ketentuan umum, izin, hak dan kewajiban, pembinaan dan
pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana,
ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Tidak dapat dikatakan tidak, peraturan daerah ini menjadi simbol kajian
antropologi hukum yang menarik untuk diteliti,mengingat perubahan peraturan
daerahdiharuskan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
Perkembangan masyarakat adalah cerminan atas perubahan budaya dalam
mencapai kehidupanserta pembangunan masyarakat yang lebih maju.Kajian
antropologi hukum yang mempelajari berbagai keragaman bentuk fisik, adat
kebiasaan, norma, dan Peraturan Perundang-undangandi kehidupan masyarakat
tidak dapat dinegasikan dalam setiap pembentukan sebuah produk hukum.

Kebudayaan masyarakat menjadi norma yang harus diikuti agar hukum
menjadi kultur berupa prinsip atau aturan perilaku masyarakat.Dengan demikian,
hukum yang dibentuk dapat menjamin suatu prediksi yang mempunyai derajat
kepastian tertentu.Mencermati Perda No. 1 Tahun 2017, meskipun telah
diberlakukan sejak 10 Maret 2017, penyusun masih menemukan adanya
pelanggaran yang dilakukan para pihak terkait. Sebagai contoh, Pasal 16yang
mengatur kewajiban pemondok untuk berperan serta secara aktif dalam kegiatan
kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan.

Kendati demikian, peraturan penyelenggaraan pondokan, sebagaimana
hasil penelusuran penyusun, juga tidak lupa memasukkan beberapa ketentuan

yang sebagaimana tuntunan magqgasid syari’ah. Hal itu dapat ditemukan pada Pasal



17 ayat (1) huruf d yang menegaskan bahwa, pemondok wajib menaati tata tertib
pondokan untuk tidak menyimpan, memperdagangkan dan menggunakan
minuman keras, dan/atau obat-obatan atau zat terlarang. Narasi seperti ini dalam
magqasid syari’ah disebut dengan istilah hifdz al-akal yakni perlindungan terhadap
akal seseorang.

Hukum dalam ajaran Islam disebut juga dengan Syariah yang berarti
tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa menyangkut
perintah, larangan dan kebolehan mengerjakan atau meninggalkannya. Adapun
figh sebagai pemahaman tentang syariah atau ilmu, untuk mempelajari syariah itu
sendiri. Serta metode penetapan hukum Islam yang dilihat melalui maqashid
syari’ah dengan kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam.

Sementara itu, antropologi merupakan ilmu yang mengkaji perihal
manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.?Antropologi yang
dihubungkan dengan hukum merupakan salah satu bidang kajian antropologi
sosial budaya yang memusatkan studi pada gejala hukum dalam kehidupan
manusia. Kegunaan antropologi hukum adalah alat telaah terhadap praktik-praktik
hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat guna menambah wawasan
pengetahuan hukum melalui perpektif budaya.

Peraturan Daerah yang ditetapkan disyaratkan untuk melihat gambaran
realita, budaya, dan adat suatu masyarakat. Perubahan peraturan daerah yang
mesti ditaati, merupakan isu yang bersifat sensitif, sebagaimana sensitifnya

hukum privat. Meskipun harus diakui bahwa, perubahan merupakan suatu

2 Harsojo, Antropologi, (Jakarta: Bina Cipta, 1982), him. 13.



keniscayaan sebab masyarakat itu sendiri acap kali mengalami perubahan dari
waktu ke waktu. Oleh karena itu, masalah yang patut dikaji adalah bagaimana
pengaturan penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta dan bagaimana kajian
antropologi hukum serta magqasid syariah’ah yang dilakukan dalam prosesi dan
ssuksesi pembentukan Perda No. 1 Tahun 2017.Judul yang penyusun anggap tepat
untuk itu ialah,“TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQASHID
SYARI’'AH TERHADAP PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG

PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi
fokus permasalahan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan antropologi hukum dan magasid syari’ah yang

terdapat di dalam Perda No. 1 Tahun 2017?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian ini di antaranya ialah:
a. Menjelaskansecara komprehensif perihal peraturan penyelenggaraan
pondokan di wilayahKota Yogyakarta;
b. Mendeskripsikan nilai-nilai antropologi hukum dan magasid
syari’ahyang terdapat pada Perda No. 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pondokan, di Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan penelitian yang diperoleh dapat berupa:



a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan
pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pondokandi Kota
Yogyakarta. Selain itu,secara akademis, penelitian yang penyusun
lakukan menjadi sumbangsih yang dapat digunakan sebagai bahan
pengembangan teori dan pengetahuan yang menambah wawasan
keilmuan sesuai realita.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan
dalam membuat Peraturan DaerahKota Yogyakarta. Harapannya,
tujuan dan maksud dari peraturan daerah tersebut dapat tercapai.
Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini berguna meningkatkan
kesadaran hukum khususnya terkait penyelenggaraan pondokan di

Kota Yogyakarta yang terus berupaya menjaga citra Kota Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustakamerupakan langkah yang meliputi identifikasi, lokasi, dan
analisis dari dokumen yang berisi informasi dan berhubungan dengan
permasalahan penelitian secara sistematis.® Penelitian yang relevan dengan skripsi

ini di antaranya:

Pertama,penelitian Isnaini Nur Hasanah yang berjudul, “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Penerapan Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Larangan

Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun

¥ Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi(Jakarta: Erlangga, 2003),
him 28.



Lempuyangan Yogyakarta)”. * Penelitian ini membahas efektivitas PerdaKota
Yogyakarta terkait fungsi trotoar sebagai tempat pejalan kaki yang beralih fungsi
menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima. Pelaksanaan Perdaini dinilai sangat
lemah dibanding hukum adat atau kebiasaan masyarakat yang cenderung
menghilangkan etika, moral, dan norma dalam perlindungan kehidupan manusia
lain diakibatkan oleh kesewenang-wenangan masyarakat terhadap kesejahteraan
diri sendiri tanpa memperdulikan keselamatan orang lain. Metodologi penelitian
ini tidak jauh berbeda. Perbedaan yang tampak adalah pada judul besarnya.
Penelitian ini menggunakan kebudayaansebagai pisau bedah permasalahan
sehingga kecenderungan terhadap perilaku hukum masyarakat menjadi kajian
dalam tujuan titik temu penyelesaian masalah tersebut. Kuatnya kebudayaan
masyarakat membuat Perda yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
sangat lemah untuk mengatur permasalahan yang timbul dalam masyarakat.
Antisipasi dalam permasalahan yang mewabah adalah tindakan tegas dari

pemerintah daerah untuk menindak lanjuti pelaku pelanggaran peraturan tersebut.

Kedua, penelitianFifid Febri Ayu Andani berjudul, “Implementasi
Kebijakan Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya”.®
Pembahasan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan penyelenggaraan
pondokan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Permasalahan yang muncul ialah

pemilik tidak memiliki surat izin tentang penyelenggaraan pondokan. Selain itu

* Isnaini Nur Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun
2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar
Stasiun Lempuyangan Yogyakarta),” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2014).

®Andani, Fifid Febri Ayu, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pondokan di Kota
Yogyakarta dan Sekitarnya,” journal student uny, Vol. 5, No.9 (2016)



pemilik juga tidakmenyediakan ruang tamu dan dihuni oleh oleh dua jenis
kelamin.Masalah lainnya, pendirian usaha pondokan yang terletak di daerah
perbatasan Kota Yogyakarta banyak terindikasi masalah sosial berupa
penyelewengan norma yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang
kurang akan kesadaran hukum. PerdaKota Yogyakarta juga tidak memiliki
kewenangan diluar batas wilayah Kota Yogyakarta itu sendiri. Persamaan
penelitian ini adalah judul besar dalam pembahasan yang membahas peraturan
daerah terkait penyelenggaraan pondokan. Namun penelitian dalam pembahasan
ini dilakukan terhadap implementasi kebijakan Perda tentang penyelenggaraan

pondokan sebelum dilakukan pembaharuan.

Ketiga, penelitian Mar’atush Sholehah yang berjudul, “Implementasi
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor6 Tahun 2011
tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Tahun 2013 dan Tahun
2014”.°Penelitian ini menyebut, Perda tersebut tidak berjalan efektif.Hal itu
terlihat dalam permasalahan administratif yang tidak terpenuhi akibat kendala
identitas (by name by address), yang tidak diketahui asal usulnya selain itu, tidak
semua anak ingin dipulangkan kepada orang tuanya dan tidak semua orang tua
mau menerima anaknya kembali. Akibatnya, upaya reintegrasi sosial terhambat.
Kesamaan dengan penelitian ini adalah soal implementasi Perda Kota Yogyakarta

Pemerintah diminta bersikap tegas dalam mengusahakan kemaslahatan

® Mar’atush Sholehah yang berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan
Tahun 2013 dan Tahun 2014,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2015).



masyarakat. Perbedaan penelitian ini ialah permasalahan yang ada, hanya dikaji

menggunakan hukum positif saja.

Keempat, penelitian yang ditulis Faiz Amrizal Satria Dharma dengan judul
“Implementasi Perda D.l. Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis (Studi Di UPT Panti Karya Kota
Yogyakarta)”.Penelitian ini membahas problem sosial yang memicu kehadiran
gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan,
pembangunan kantor-kantor, tempat perbelanjaan, dan sarana hiburan.
Pertambahan jumlah penduduk dan melemahnya kekuatan ekonomi, mendorong
masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang pemerintah. Keberadaan
gelandangan dan pengemis sangat merisaukan serta berdampak terhadap
keindahan dan ketertiban umum Kota Yogyakarta. Mayoritas dari mereka, bekerja
dijalanan akibat tuntutan ekonomi sekaligus minim keterampilan yang berimbas
pada kesulitan bersaing. Penelitian ini melihat harmonisasi penanganan
gelandangan dan pengemis oleh UPT Kota Yogyakarta. Penerapan Perda ini
kurang maksimal dikarenakan minimnya kesadaran hukum masyarakat.
Persamaan penelitian ini ialahkesadaran hukum masyarakat. Perbedaan penelitian
ini terlihat pada implikasi Perda oleh suatu lembaga dalam penanganan kasus di

lapangan.

’ Faiz Amrizal Satria Dharma yang berjudul “Implementasi Perda Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Di UPT
Panti Karya Kota Yogyakarta),” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2015).
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Kelima, penelitian M Amir Hamzah, berjudul “Analisis Pelanggaran
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan (HO) di
KotaYogyakarta Tahun 2014-2016”. ® Penelitian ini meninjau Perdaterkait
pembangunan Kota Yogyakarta yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi
tatanan dan wajah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta sebelumnya
telah mengatur hal tersebut dalam PerdaNo. 2 Tahun 2005 tentang Izin
Gangguan.Faktor yang mengakibatkan para pelaku usahamelakukan pelanggaran
ialah soal pengurusan izin gangguan. Proses pengurusan izin gangguan dinilai
masih lama dan berbelit-belit sehingga mempengaruhi tingginya jumlah
pelanggaran. Persamaan dalam penilitian ini adalah sama-sama membahas
keterkaitan masalah izin terhadap suatu bangunan, dalam kasus ini membahas
pemerintah sebagai penyedia layanan dituntut untuk bertindak sempurna dan tegas

dalam menegakkan aturan.

Keenam, penelitian Nur Annisa Okta Rachmawati berjudul,“Kebijakan
Legislatif dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pondokan di Kota Yogyakarta melalui Sarana Penal”.’Pembahasan penelitian ini
terkait tindak pidana yang terkandung dalam PerdaNo. 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pondokan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan,

perumusan tindak pidana di dalamnya telah memenuhi unsur subyektif. Adapun

8 M Amir Hamzah, yang berjudul “Analisis Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2005 Tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016,” skripsi Fakultas IImu
Sosial dan lImu Politik Unoversitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017).

9 Nur Annisa Okta Rachmawati, yang berjudul “Kebijakan Legislatif Dalam Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan Di Kota Yogyakarta Melalui
Sarana Penal,” skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2018).
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rumusan sanksi pidananya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Persamaan penelitian ini ialah topik
pembahasan berupa PerdaKota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan

Pondokanyang lebih mengerucut pada pembahasan sanksi dan tindak pidana.

Ketujuh, penelitian Arif Fahmi berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Otonomi Daerah
Di Kota Yogyakarta”."®Pembahasan penelitian ini adalah sektor pariwisata yang
terbukti mampu mencapai Pendapatan Asli Daerah tertinggi berasal dari Pajak
Hotel dan Pajak Restoran. Hal ini berimbas pada peningkatan jumlah tenaga kerja
sebab hotel dan restoran menjadi tumpuan ekonomi di daerah. Hal ini perlu di kaji
dalam konsep otonomi daerah. Implementasi Perda No. 4 Tahun
2010menyebabkan peran kepariwisataan cukup memberikan pemasukan kepada
daerah dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan dukungan
keberagaman obyek pariwisata. Hambatan penyelenggaraan kepariwisataan ini
adalah daya infrastruktur, keamanan, Sumber Daya Manusia dan keramahan.
Persamaan penelitian ini adalah soal penerapan Perdabagi masyarakat Kota
Yogyakarta. Pembahasan dalam penelitian ini juga mencakup pelaksanaan

Otonomi Daerah yang luas. Perbedaan penelitian ini tampak dari segi topik

10 Arif Fahmi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta,” skripsi Fakultas Hukum dan Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).
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pembahasan yang mencakup pendapatan daerah yang terkumpul dari

kepariwisataan.

Kedelapan, penelitian Evy Dwi Nurmala dengan judul, “Tinjauan Yuridis
Atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang
Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Izin Pendirian Hotel Di Kota
Yogyakarta”. ** Pembahasan penelitian ini seputar permasalahan pembangunan
hotel di Kota Yogyakarta yang tidak seimbang, sehingga memunculkan protes
dari masyarakat lokal mengingat tempat tinggal mereka yang tidak lagi nyaman
dan sempit. Hal ini juga berimbas pada lingkungan seperti, ketersediaan air
menipis. Kebijakan pemerintah melalui Perda ini perlu dievaluasi dan disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat. Aspek hukum yang mengatur perizinan tersebut
terbukti menyulitkan. Persamaan penelitian ini adalah soal penerapan perizinan

pembangunan hotel yang melebihi kapasitas.

Kesembilan, penelitianAli Sodigin yang berjudul, “Antropologi Hukum
Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam”.*?Penelitian ini melihat
hukum Islam belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu-ilmu sosial humaniora.
Ruang lingkup kajian ini mencakup penetapan hukum dalam Al-Quran dan
akulturasi hukum Islam dengan budaya lokal. Hukum yang terdapat pada Al-

Qur’an diturunkan secara gradual dengan mempertimbangkan situasi sosiologis

" Evy Dwi Nurmala yang bejudul, “Tinjauan Yuridis Atas Pelaksanaan Peraturan
WaliKota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel
Terhadap Izin Pendirian Hotel Di Kota Yogyakarta,” skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

12 Ali Sodigin, “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam,”
jurnal al-manahij Vol. 7, No. 1 (2013).
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masyarakat penerimanya. Artinya, ada proses adopsi, adaptasi, dan integrasi
antara Al-Qur’an dengan tradisi lokal masyarakat Arab.Pendekatan antropologi
hukum berusaha menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat
dimana hukum itudifungsikan. Budaya hukum akan mempengaruhi perilaku
hukum. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan antropologi hukum membantu
mengungkap magqgashid syari’ah setiap pewahyuan hukum dalam Al-Qur’an dan
menjadikannya sebagai dasar teoritis menganalisis perubahan hukum yang terjadi
pada masyarakat Islam sekarang. Persamaan penelitian ini teori yang digunakan
yakni, antropologi dan magashid syari’ahmen jadi alat analisa permasalahan

sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Kesepuluh, penelitian Rimang Kartono Rizal dengan judul, “Pengawasan
Terhadap Pelaksanaan Izin Pemondokan Di Kabupaten Sleman”.™® Pembahasan
dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap izin pemondokan di kabupaten
Sleman, penegakan hukum terhadap pelanggar izin, serta hambatan dan upaya
untuk mengatasinya. Keseluruhan permasalahan ini mangacu pada Perda No. 9
Tahun 2007 tentang Pemondokan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pemondokan. Penelitian ini menunjukkan bahwa
pengawasan DPMPPT Kabupaten Sleman berjalan cukup baik. Akan tetapi,
pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman
mengalami hambatan seperti, belum adanya data lengkap mengenai pemondokan,

minmnya Sumber Daya Manusia, serat minimnya perangkat aturan mengenai

3 Rimang Kartono Rizal, “Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Pemondokan Di
Kabupaten Sleman,” tesis Fakultas Hukum UGM Y ogyakarta (2017).
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pemondokan.Persamaan penelitian terletak pada tinjauan yuruidisnya. Hanya saja,
lokasi penelitian ini berbeda dan permasalahan dalam penelitian ini adalah jumlah
Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memadai serta perlu revisi Peraturan

Bupati terkait penyelenggaraan pondokan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan pondasi utama dalam setiap proyek
penelitian yang ditujukan.**Penelitian ini berisi sejumlah teori yang relevan untuk
membantu penyusun dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.*®

Beberapa teori yang penyusun gunakan dalam penelitian ini diantaranya:
1. Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari
manusia sebagai makhluk biologis yang diatur oleh hukum-hukum biologis
yang diciptakan oleh Tuhan.'® Antropologi hukum mempelajari masyarakat
dalam menciptakan hukum, baik berupa adat kebiasaan, norma, tata susila,
peraturan perundang-undangan, maupun jenis hukum lain. Tata cara manusia
mempertahankan hidup erat kaitannya dengan hukum karena dalam
kehidupannya, manusia hidup berinteraksi dengan manusia lainnya. Hukum
dalam interaksi manusia melahirkan perkawinan, persaudaraan, kekeluargaan,

dan ikatan sosial dalam mewujudkan tujuan bersama.Kajian antropologi

1bid, him. 44.

> Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2010), him. 35.

® Beni Ahmad Saebani, Antropologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2012), him. 71.
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hukum berupaya menggali norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu
masyarakat. Selain itu, antropologi hukum juga dapat memberikan referensi

dalam pembuatan Peraturan Perundang-undang, syaratnya:

a. Kewenangan (Attribute of authority);

b. Hukum universal (Attribute infention of universal);
c. Hak dan kewajiban (Attribute of obligation); dan
d. Sanksi hukum (Attribute of sanksion).

2. Magashid Syari’ah

Magqashid syariah adalah tujuan Syari’ dalam menetapkan hukum
Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah
sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi
kemaslahatan umat. Menurut al-Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam
yakni, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok ini
disebut juga dengan Kulliyah al-Khams atau al-Qawaid al-Kulliyyat. Dalam
menetapkan hukum, kelima tujuan pokok terebut dikategorikan kedalam tiga
tingkatan, yakni Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat.

a. Memelihara agama (Hifz al-Din): Pertama, berdasarkan Daruriyyat,
memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan merupakan
peringkat primer.Kedua, berdasarkan Hajiyyat, melaksanakan
ketentuan agama bermaksud menghindari  kesulitan.Ketiga,
berdasarkan Tahsiniyyat, mengikuti petunjuk agama adalah bentuk
lain dari menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi

pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.
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b. Memelihara jiwa (Hifz al-Nafs): Pertama, berdasarkan Daruriyyat,
memenuhi kebutuhan pokok.Kedua, berdasarkan Hajiyyat, memenuhi
keinginan dalam menikmati. Ketiga, berdasarkan Tahsiniyyat,
merupakan prilaku yang memperhatikan aspek kesopanan dan etika
yang sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun
mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara akal (Hifzal-‘Aql): Pertama, berdasarkan Daruriyyat,
seseorang diharamkan meminum minuman Keras. Jika ketentuan ini
tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi
akal.Kedua, berdasarkan Hajiyyat, individu dianjurkannya menuntut
ilmu pengetahuan. Apabila dilakukan tidak akan merusak akal, namun
mempersulit seseorang dalam kaitannya dalam pengembangan ilmu
pengetahuan.Ketiga, berdasarkan Tahsiniyyat, menghindarkan diri
dari menghayal atau mendengarkan sesuatu tidak berfaedah. Hal ini
berkaitan dengan etiket dan tidak mengancam eksistensi akal.

d. Memelihara keturunan (Hifzhal-Nasl):  Pertama, berdasarkan
Daruriyyat, disyari’atkan nikah dan dilarang berzina. Diabaikannya
ketentuan inidapat ~mengancam  eksistensi  keturunan.Kedua,
berdasarkan Hajiyyat, ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar
bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya.
Jika mahar tidak disebutkan dalam akad, maka suami akan kesulitan
karna harus membayar mahar Misl. Dalam kasus talak, suami

kesulitan jika tidak menggunakan hak talak padahal situasi rumah
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tangganya tidak harmonis.Ketiga, berdasarkan  Tahsiniyyat,
disyariatkan khitbak atau walimat dalam perkawinan. Hal ini
dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini
di abaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan
tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara harta (Hifzal-Mal): Pertama, berdasarkan Daruriyyat,
syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta
orang lain dengan cara tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar maka
berakibat terancamnya eksistensi harta.Kedua, berdasarkan Hajiyyat,
syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak
dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan
mempersulit orang yang memerlukan modal.Ketigat, berdasarkan
Tahsiniyyat, ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau
penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu’amalah atau etika
bisnis yang berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli. Peringkat yang
ketiga ini merupakan syarat adanya peringkat pertama dan kedua.’

3. Negara Hukum

Hukum merupakan instrumen penting, strategis, dan dominan dalam
tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.'® Kehidupan manusia

tidak dapat dilepaskan dari hukum. Demikian halnya Indonesia, tata

7 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana limu, 1997), him.
127-131.

8 Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum:Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Libery
Yogyakarta, 2005), him. 1.
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kehidupan di dalamnya digerakkan dan dijalankan berdasarkan hukum. Ide
negara hukum sendiri, keberadaannya erat kaitannya dengan konsep
“nomocracy” yangberasal dari dua akar kata: “nomos “berarti norma dan
“cratos” berarti kekuasaan. Nomokrasi menginginkan penyelenggaraan

kekuasaan negara berdasarkan atas hukum.

Konsep nomokrasi berhubungan erat dengan konsep kedaulatan
hukum, yang menurut A. V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip
“rule of law” berjargon “the rule of law, and not of man(hukum adalah
pemimpin yang sebenarnya)”.A. V. Dicey berpendapat, terdapat tiga ciri
penting negara hukum, yaitu:Supremacy of Law; Equality before the Law;

dan Due process of Law.™

a. Supremasi Hukum (Supremacy of Law): sebagai ciri penting dari
negara hukum, supremasi hukum (Supremacy of Law) merupakan
konsep yang menginginkan adanya pengakuan normatif dan empirik;
bahwa terhadap setiap permasalahan yang ada, harus diselesaikan
melalui hukum.

b. Persamaan di Mata Hukum (Equality before the Law): sebagai ciri
negara hukum menginginkan bahwa, setiap orang, dalam hukum dan
pemerintahan, memiliki kedudukan yang sama dan diakui secara

normatif serta dilakukan secara empirik.

19 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), him.25.
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c. Asas Legalitas (Due process of Law): sebuah pengejawantahan dari
ciri negara hukum yang memuat ketentuan, bahwa segala tindakan
mesti didasari atas peraturan yang sah dan tertulis. Setiap peraturan

disyaratkan berlaku terlebih dahulu sebelum terjadinya suatu tindakan.

Merujuk pandangan Lawrence M Friedman, terdapat tiga komponen
dalam hukum yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yakni: Pertama,
struktur hukum sebagai keseluruhan institusi beserta aparat penegak hukum.
Kedua, substansi hukum berupa kesatuan asas, norma, dan aturan hukum
yang tertulis maupun tidak tertulis. Ketiga, kultur hukum yang merupakan
kebiasaan, cara  berpikir dan bertindak masyarakat maupun aparat
hukum. % Selain itu, kesadaran masyarakat akan realitas kehidupan di
sekelilingnya menjadi faktor penentu keberlangsungan hukum itu sendiri.
Hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat

adalah sarana menciptakan ketertiban.**

Prof. Jimly Asshiddigie mengatakan, setidaknya terdapat 13 (tiga

belas) prinsip pokok negara hukum di zaman modern saat ini, yakni:*?

a. Supremasi hukum;

b. Persamaan dalam hukum;
c. Asas legalitas;

d. Pembatasan kekuasaan;

2 awrence M Friedman, Slstem Hukum: Presfektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media,
2009), him. 17.

?!Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986), him. 13.

22 pendapat ini diambil dari laman http://www.jimly.com/pemikiran/view/11, diakses
pada 03 Agustus 2019, pukul 09:15
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Organ eksekutif yang independen;
Peradilan bebas dan tidak memihak;
Peradilan Tata Usaha Negara;
Peradilan Tata Negara;
Perlindungan Hak Asasi Manusia;
Bersifat demokratis;

. Mewujudkan kesejahteraan;
Transparansi dan kontrol sosial;

. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

3.—7\—‘.—'.—'_:@ =h @

Negara hukum dimaksudkan untuk menghindari kesewenang-
wenangan. Hubungan antar individu atau pemerintah dipandu dan dibatasi

oleh hukum yang dibentuk dan disepakati bersama.
4. Tujuan Hukum

Hukum menjadi sistem norma dari produk dan aksi deliberatif
manusia yang menekankan aspek “seharusnya”. Hukum menjadi pedoman
sekaligus batasan bagi subyek hukum dalam menjalin hubungan. Pada
prinsipnya, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan terhadap
masyarakat atas kepentingan yang berbeda satu dengan lainnya. Hukum
mengatur secara komprehensif aktivitas manusia. Melalui hukum,
diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia selaku subyek
hukum. Meskipun demikian, manusia memiliki peran yang esensial dalam

mencapai tujuan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum harus memenuhi berbagai
karya sebagai nilai dasar dari hukum, vyaitu: keadilan, kegunaan, dan

kepastian hukum. 2 Secara teoritik, tujuan hukum tersebut menjalin

Zsatjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya, 2014), him. 272.
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hubungan secara kompromi dan proporsional. Akan tetapi dalam
praktiknya, tidak mudah mengusahakan kompromi tujuan hukum secara
proporsional. Tujuan tersebut menjadi asas yang harus ada dalam setiap
upaya penegakan hukum sebab asas merupakan tumpuan berfikir, yang

menjelma sebagai norma dasar, dijabarkan dari hukum positif.

a. Keadilan Hukum: Thomas Aquinas membagi dua jenis keadilan,
yakni: bersifat umum dan bersifat khusus. Keadilan yang bersifat
umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-
undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Sementara
keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau
proporsionalitas. L.J Van Apeldoorn mengatakan, keadilan tidak dapat
diandaikan dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-
tiap orang memperoleh bagian yang sama.?

b. Kemanfaatan Hukum: Hukum menjadi urat nadi dalam kehidupan
suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat. Menurut Hans
Kelsen, hukum dikonstruksikan sebagai suatu keharusan dalam
mengatur tingkah laku manusia. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh
hukum bukanlah, bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa
hukumnya.?® Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan

atau penegakan hukum sebab hukum diperuntukkan bagi manusia.

#LJ. Van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1993), him. 11.

% Sudikno Mertokususmo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
2005), him. 160.
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c. Kepastian Hukum: kepastian hukum merupakan ajaran yuridis-
dogmatik yang mendasarkan pemikirannya pada aliran positivisme di
dunia hukum. Aliran ini memiliki kecendrungan melihat hukum
sebagai kumpulan aturan yang bersifat umum, otonom, dan mandiri.
Sifat umum dari aturan hukum menjadi bukti bahwa hukum tidak
bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan
semata-mata kepastian. Pada asasnhya, hukum sebagai sesuatu yang
otonom menghendaki terciptanya legalitas hak dan kewajian
seseorang.?® Kepastian hukum diperuntukkan bagi sikap lahir manusia
dan mengesampingkan persoalan batin.Doktrin ini menghendaki
setiap pelaksanaan dan penegakan hukum harus mendayagunakan

hukum yang sama terhadap kasus yang sama pula.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai
instrumen kunci, teknik pengumpualan data berupa triangulasi (gabungan) dan
analisis data bersifat induktif/kualitatif. ° Adapun metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

*®Marwan Mas, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), him. 74.

'Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta,
2009), him. 9.
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research). Penelitian semacam ini berusaha mengkaji
dan menelaah data yang diperoleh dan bersumber dari kepustakaan. Disebut
penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan di
dalamnya berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, ensklopedi, kamus,
jurnal, dokumen, majalah maupun lain sebagainya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Disebut deskriptif-analisis
karena dalam penelitian ini menjelaskan atau memberi gambaran terhadap
objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul, kemudian
diolah dan dianalisis untuk diambil suatu kesimpulan akhir.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
antropologis. Pendekatan antropologis digunakan untuk mengetahui nilai-
nilai yang terkandung dalam penerapan peraturan daerah bagi masyarakat

Kota Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan,penelitian ini juga
menelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
Literatur ini dapat diperolah dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi,

kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya serta peraturan tertulis
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atau undang-undang dan media online. Serta pengumpulan data melalui

wawancara berupa pengajuan pertanyaan untuk mendapatkan informasi.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
induktif. Metode induktif merupakan teknik analisa yang dilakukan dengan
cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus
penelitian, atau dengan kata lain metode analisa data yang berangkat dari
faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat

umum.?®

G. Sistematika Pembahasan
Gambaran secara deskriptif dalam penelitian ini akan diatur sesuai dengan
sistematika pembahasan yang akan terbagi menjadi lima bab, sebagaimana

berikut:

BabPertama merupakan pendahuluan yang menampilkan gambaran secara
umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang pengembangan landasan teori yang
digunakan dalam menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti

yakni, antropologi hukum dan magasid syari’ah.

%8 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), him. 66.
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Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Pembahasan
dalam bab ini adalah melakukan penelitian terhadap masyarakat KotaYogyakarta
dengan melihat produk hukum yang mengatur perihal penyelenggaraan pondokan.
Peraturan tersebut ialah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pondokan.

Bab Keempat merupakan analisis berupa deskripsi terhadap permasalahan
yang diangkat dengan menggunakan pisau bedah berupa teori-teori yang telah
penyusun susun yakni, antropologi hukum, magasid syari’ah yang termuat pada
Peraturan DaerahKota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pondokan. Selain itu, penyusun juga akan memberikan komentar Kritis

terhadapnya.

Bab Kelima adalah bab terakhir sekaligus penutup. Bab ini berisikan
kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari
rumusan masalah. Pada bab ini juga penyusun sisipkan beberapa saran yang dapat
menjadi solusi yang diberikan peneliti terhadap Pemerintah Daerah dan

masyarakat Kota Yogyakarta.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penyusun lakukan terkait tinjauan
antropologi hukum dan magqasid syari’ah terhadap Perda No. 1 Tahun 2017, dapat
diambil beberapa kesimpulan, yakni:

Pertama, Perda tentang penyelenggaraan pondokan telah memuat
ketentuan yuridis antropologis. Artinya, dalam proses pembentukan Perda tentang
penyelenggaraan pondokan, Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan realitas
yang tengah berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan berpijak
terbentuknya Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.
Selain itu, masyarakat secara umum menyambut baik kehadiran perda tersebut,
mengingat pengaturannya sendiri memiliki tujuan baik yang menyangkut
kehidupan orang banyak. Hal itu dapat diketahui dari rumusan Pasal yang ada di
dalmnya, di antaranya: Pasal 3 huruf b (menjaga ketentraman dan ketertiban
dalam kehidupan bermasyarakat); Pasal 11 huruf b (penyelenggara p[ondokan
berhak mendapat sosialisasi dan pembinaan); Pasal 12 huruf a (pemondok
mendapat perlindungan, keamanan, dan kenyamanan); dan Pasal 17
(penyelenggara pondokan wajib membuat tata tertib dan setiap pemondok wajib
manaatinya).

Kedua, Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan telah
sesuai dengan kaidah-kaidah sebagaimana disebutkan magashid syari’ah yang

berupa: perlindungan agama (menetapkan hak-hak sosial seseorang yang

88
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ditanggung oleh pemerintah); perlindungan jiwa (menjaga ketentraman dan
ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat); perlindungan akal (kandungan dalam
peraturan yang menyebutkan larangan menyimpan, memperdagangkan, dan
menggunakan minuman keras dan atauobat-obatan atau zat terlarang);
perlindungan kehormatan (Peraturan ini merupakan antisipasi pemerintah untuk
menghindari zina yang terjadi dalam pondokan); perlindungan harta benda
(perlindungan terhadap pemilik pondokan dari kemungkinan perampasan oleh
orang yang tidak bertanggung jawab).

Kendatri demikian, penyusun juga menemukan adanya beberapa praktik
yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Perda tersebut. Hal ini
mengisyaratkan minimnya ketaatan dan kesdaran hukum masyarakat, khususnya
para pihak yang terlibat langsung dengan penyelenggaraan pondokan. Kondisi
seperti ini, jika dibiarkan terus berlanjut, akan dapat menjadikan Perda yang
diundangkan sejak 10 Maret 2017 tidak dapat berlaku atau diberlakukan secara

efektif.

B. Saran
Melihat hasil penelitian yang telah dipaparkan, penyusun memiliki

beberapa saran dalam hal penyelenggaraan pondokan, yakni:

1. Diperlukan upaya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat,
khususnya penyelenggara pondokan di wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini
dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus ketaatan
hukum masyarakat terhadap peraturan penyelenggaraan pondokan. Hanya
dengan demikian, efektivitas peraturan dapat terwujud sehingga

89
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membentuk budaya baru bagi masyarakat, yakni budaya taat hukum.
Melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bukan
hanya semata-mata sebagai paksaan, namun merupakan sebagai wadah
pengabdian untuk kepentingan masyarakat bersama;

. Para stakeholder perlu melakukan pengawasan secara intens ataupun
priodek. Turun langsung ke lapangan menyaksikan kondisi riil di
lapangan. Akan tetapi, untuk sampai pada tahap itu, terlebih dahulu harus
memenuhi sumber daya yang dibutuhkan. Para dinas terkait juga mesti
lebih sering menjalin komunikasi dengan pemerintah desa hingga tingkat
RT untuk menerima aduan maupun laporan terkait problem yang sedang
atau akan dihadapi. Dengan pengawasan yang baik, maka penindakan
hukumnya juga dapat terlaksana dengan baik.

. Secara umum, ketentuan yang termuat di dalam Perda No. 1 Tahun 2017
ini sudah baik mengingat memperhatikan nilai-nilai antropologi hukum
dan memasukkan kaidah magasid syariah di tiap-tiap Pasalnya. Perda ini
menjadi patut untuk dijadikan contoh daerah lain dalam mengatur perihal
penyelenggaraan pondokan.;

. Masyarakat secara mandiri mencari pemahaman atas segala ketentuan
yang terdapat di dalam Perda tersebut. Pasalnya, Perda tersebut hanya
memuat 27 Pasal dan dapat diakses secara publik. Dengan begitu, upaya
mempertahankan Kota Istimewa, Kota Pendidiakn, dan Kota Budaya

menjadi tanggungjawab bersama.
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BIOGRAFI

IMAM SYATIBI

Nama lengkap Imam Syatibi adalah Abu Ishak lbrahim bin Musa bin
Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Beliau lebih terkenal dengan sebutan
Assyatibi . Lahir sekitar tahun 730 H, dan meninggal pada tahun 790 H.Syatibi
sendiri adalah nisbat kepada sebuah daerah di sebelah timur Andalus bernama
Syatibah (Sativa) yang menjadi daerah asal orang tua Imam Syatibi. Pada masa
Imam Syatibi hidup, Granada di bawah pemerintahan dinasti Bani Ahmar (635-

897 H).

Pada masa dinasti Bani Ahmar kondisi politik di wilayah tersebut tidak
begitu stabil. Kondisi politik yang buruk, membawa dampak yang negatif pada
kondisi sosial di masyarakat. Pembunuhan, perampokan dan perampasan sering
terjadi di mana-mana. Dekadensi moral merambat dalam tubuh masyarakat.
Perilaku penguasa dan masyarakat sudah banyak yang menyimpang dari jalur
agama, minuman keras dan khasis (ganja) dikonsumsi oleh masyarakat secara
terang-terangan, bahkan mereka tidak menganggap ganja sebagai sesuatu yang
diharamkan dalam agama, seperti yang terekam dalam sebuah syair yang populer
pada masa itu .Kekacauan kondisi yang terjadi dalam masyarakat waktu itu tidak
berhenti di sini saja, justru makin diperparah dengan hadirnya sebagian “ulama”
yang menyebarkan kesesatan dengan mengeluarkan fatwa sesuai keinginan nafsu
mereka, padahal mereka seharusnya menjadi kelompok yang paling kompeten

dalam menjaga kemurnian agama dan mengemban tugas amar ma’ruf dan nahi



munkar di tengah-tengah masyarakat yang telah menguap unsur-unsur baik dari

dalam diri mereka.

Karya-karya ulama salaf mereka curigai, sementara pendapat-pendapat
ulama yang semasa mereka agungkan dan mereka bersihkan dari kemungkinan
salah, bahkan keluar dari pendapat mereka sama dengan keluar dari agama. Faktor
terakhir inilah yang pada akhirnya menggerakkan Imam Syatibi untuk mengarang
kitabnya yang monumental “al-Muwafaqat”, guna mempertemukan antara
pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki , atau mencoba menjembatani
dua aliran yang terkenal dengan sebutan aliran ra’yu (akal) dan nash (teks), juga
ingin mengembalikan kesadaran masyarakat yang telah terbius dengan persoalan-
persoalan cabang ke persoalan lebih fundamental dan pokok, serta mengungkap
tujuan-tujuan dan hikmah yang ada dibalik syariah.Sementara kitab “al-I’tisham”
adalah jawaban beliau terhadap kegelisahan hatinya melihat penyimpangan-

penyimpangan dan kemungkaran yang ada disekelilingnya.



Menimbang

Mengingat

a.

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa penyelenggaraan pondokan di Kota Yogyakarta

mempengaruhi citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya;

. bahwa pondokan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya

di Kota Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dengan
keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota

Pendidikan;

. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun

2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan perlu disesuaikan

dengan perkembangan masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan

huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

tentang Penyelenggaraan Pondokan;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

1950 Nomor 45);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PONDOKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

S e =

Penyelenggaraan pondokan adalah kegiatan yang menyediakan atau
menyewakan pondokan.

Pondokan adalah rumah atau bangunan gedung yang terdiri dari kamar dan
fasilitas penunjang yang dihuni oleh pemondok untuk jangka waktu tertentu
dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

Pemilik adalah setiap orang yang memiliki pondokan.

Penyelenggara adalah setiap orang yang mengelola pondokan.

Pemondok adalah setiap orang yang menghuni pondokan.

Induk Semang adalah setiap orang yang bertanggungjawab dalam
pengelolaan pondokan.

Izin Penyelenggaraan Pondokan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin
yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan
pondokan.

Setiap Orang adalah orang atau badan hukum.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.



10.

11.
12.

13.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan.

Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. perizinan penyelenggaraan pondokan;

b. hak, kewajiban dan larangan; dan

c. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pondokan :

a.

(1)
@)

()

(4

melestarikan dan mengembangkan Daerah sebagai Kota Pendidikan dan
Kota Budaya;

menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar
kultur;

membantu tercapainya tujuan pendatang, khususnya pelajar dan
mahasiswa dalam menuntut ilmu atau pendidikan; dan

melakukan  pembinaan dan = pengawasan  terhadap  pelaksanaan

penyelenggaraan pondokan.

BAB II
IZIN

Pasal 4

Setiap orang yang menyelenggarakan pondokan wajib memiliki Izin.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau
pejabat yang ditunjuk.

Pengecualian dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rumah
yang disewakan untuk keluarga dan layanan sosial.

Setiap orang yang menyelenggarakan pondokan dan tidak memiliki izin
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan



c. penutupan pondokan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5
(1) Permohonan Izin penyelenggaraan pondokan paling banyak 4 (empat) kamar
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. kartu tanda penduduk;
b. izin mendirikan bangunan; dan
c. mengisi formulir permohonan yang disediakan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Camat.

Pasal 6
(1) Permohonan Izin penyelenggaraan pondokan paling sedikit 5 (lima) kamar,
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. kartu tanda penduduk;
b. izin mendirikan bangunan;
c. izin gangguan; dan
d. mengisi formulir permohonan yang disediakan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Camat.

Pasal 7
(1) Permohonan Izin penyelenggaraan pondokan bagi Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah lain dan Lembaga Pendidikan harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. kartu tanda penduduk;
b. izin mendirikan bangunan;
c. mengisi formulir permohonan yang disediakan; dan
d. menyerahkan surat pernyataan sebagai penanggung jawab.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah

yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan perizinan.

Pasal 8
(1) Izin tidak berlaku apabila:
a. ganti pemilik;
b. pemilik meninggal dunia;
c. nama pondokan berubah; atau
d. penyelenggaraan pondokan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Izin.
(2) Dalam hal Izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik

Pondokan wajib mengajukan izin baru;



(3) Syarat dan prosedur pengajuan permohonan Izin baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sama dengan syarat dan prosedur pengajuan
permohonan Izin.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. penutupan Pondokan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9
(1) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
(2) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling

lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin berakhir.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin dan pencabutan Izin

diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

Setiap penyelenggara pondokan berhak :
a. membuat atau memutus perjanjian dengan pemondok sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

b. mendapatkan sosialisasi/pembinaan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12
Setiap pemondok berhak :
a. mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan; dan
b. mendapatkan bimbingan dan pengarahan untuk dapat menyesuaikan diri
dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan

kemasyarakatan maupun pembangunan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 13

Setiap penyelenggara pondokan wajib:
a. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan dan ketertiban;

b. mencegah dan/atau melakukan tindakan cegah dini atau tangkal dini.



5@ 0

(1)

@)

)

(4

(1)

melaporkan jumlah dan identitas pemondok kepada lurah setempat dengan
diketahui rukun tetangga dan rukun warga secara tertulis;

membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang
berlaku di tempat pondokan;

menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok;

memelihara keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan

memiliki nama dan menempelkan Izin yang terpasang dan mudah terlihat

dengan jelas oleh umum sebagai identitas rumah pondokan;
Pasal 14

Pemilik yang tidak bertempat tinggal di dalam atau berbatasan langsung
dengan pondokan wajib melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang

sebagai Induk Semang;

Induk Semang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertempat tinggal
di dalam bangunan pondokan atau bertempat tinggal di lingkungan yang
berbatasan langsung dengan lokasi pondokan dan memiliki kartu tanda

penduduk pada kelurahan lokasi pondokan.

Pelimpahan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

dengan perjanjian tertulis yang memuat paling sedikit:
a. identitas para pihak;

b. hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak; dan
c. jangka waktu perjanjian.

Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disaksikan dan
dilaporkan kepada ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga setempat

atau yang mewakilinya.
Pasal 15

Penyelenggara pondokan, Pemilik Pondokan dan Induk Semang yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14

ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan

b. teguran tertulis;

c. pencabutan izin; dan

d. penutupan pondokan.



@)

(1)

@)

©)

)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
Pasal 16

Pemondok wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan

administrasi kependudukan.

Pemondok wajib:

a. berperan serta secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan
berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan;

b. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di
lingkungannya,;

c. mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam
lingkungan pondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan
masyarakat setempat; dan

d. menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam
masyarakat.

e. memberitahukan kepada penyelenggara pondokan apabila pemondok
menerima tamu yang menginap.

Setiap pemondok yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan

b. teguran tertulis;

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

(1) Peraturan dan Tata tertib pondokan sebagaimana di maksud dalam Pasal 16

ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:

a. larangan menerima tamu yang berlainan jenis kelamin di kamar, kecuali
orang tua kandung, istri/suami, dan/atau saudara kandung dengan

seizin penyelenggara pondokan;

b. jam kunjungan tamu adalah 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, di luar
jam tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Rukun

Tetangga setempat;

Cc. penerimaan tamu yang berlainan jenis kelamin harus dilakukan di ruang

tamu yang disediakan oleh penyelenggara pondokan;



d. larangan menyimpan, memperdagangkan, dan menggunakan minuman

keras dan/atau obat-obatan atau zat terlarang;
e. larangan berjudi dan sebagainya;

f. larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban,

ketentraman, dan keamanan;
g. kewajiban menjaga kebersihan lingkungan; dan
h. kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan.

(2) Dalam pembuatan peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melibatkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat.

Pasal 18
(1) Setiap pemilik pondokan, dilarang :
a. menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis
kelamin, dalam satu kesatuan bangunan; dan
b. menyewakan pondokan kurang dari 1 (satu) bulan.
(2) Pemilik pondokan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan
b. teguran tertulis;
c. pencabutan izin; dan
d. penutupan pondokan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19
Setiap pemondok, dilarang :
a. menerima tamu lawan jenis di dalam kamar pondokan; dan/atau
b. menggunakan atau memanfaatkan pondokan yang bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pondokan.



(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan
Pemberdayaan Masyarakat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan
penegakan Peraturan Daerah.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh camat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pondokan

diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

(1) Setiap orang berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pondokan di lingkungannya masing-masing.

(2) Setiap orang yang mengetahui adanya  pelanggaran  terhadap
penyelenggaraan pondokan dapat melaporkan kepada rukun tetangga,

rukun warga, kelurahan, dan/atau kecamatan setempat.

(3) Rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau kecamatan setempat

menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur

dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam melaksanaksan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan



BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda

paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda

paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Penyelenggara pondokan yang telah menyelenggarakan pondokan sebelum
peraturan daerah ini berlaku, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan
ketentuan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan

Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1

(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Maret 2017
PIt. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd
SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (1,5/2017).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PONDOKAN

UMUM

Pertumbuhan pondokan di Kota Yogyakarta tidak hanya membawa dampak
positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi
warga masyarakat secara luas. Namun juga menimbulkan dampak negatif,
khususnya bagi citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota
budaya. Dampak negatif tersebut dirasakan dengan seringnya pemberitaan
di berbagai media masa tentang transaksi narkoba dan pergaulan bebas di

pondokan mahasiswa.

Istilah Pondokan di dalam masyarakat sering juga disebut dengan “kos-
kosan” atau “indekos. Untuk mencegah dan mengantisipasi dampak negatif
dari penyelenggaraan pondokan tersebut dan di sisi lain untuk
mengembangkan dampak positif bagi pengembangan ekonomi dan
kesejahteraan warga masyarakat, maka Pemerintah Kota Yogyakarta pada
Tahun 2003 telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Namun setelah berjalan
kurang lebih 12 (dua belas) tahun peraturan daerah tersebut dirasakan
sudah tidak memadai lagi untuk mengatur penyelenggaraan pondokan.
Selama kurun waktu 12 (dua belas) tahun tersebut, penyelenggaraan
pondokan mengalami perkembangan yang begitu pesat tidak hanya
menyangkut masalah pengertiannya, karena tidak sedikit “pondokan”
dalam praktiknya hampir tidak bisa dibedakan dengan penginapan atau
hotel. Begitu juga mengenai tanggung jawab dari penyelenggara pondokan
yang selama ini dirasakan belum menyentuh aspek edukasi dan moral.
Oleh karena itu peraturan daerah ini yang dimaksudkan untuk
menggantikan peraturan daerah yang lama akan memperkuat hal tersebut
khususnya di bidang persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaran

pondokan, kewajiban dan larangan, pengawasan, peran serta masyarakat,



II.

sertifikasi pondokan layak huni, dan pengenaan sanksi bagi pihak-pihak

yang tidak mematuhi peraturan daerah ini.

Penyelenggara pondokan berdasarkan peraturan daerah ini memiliki
tanggung jawab untuk mewujudkan dan menjaga citra Kota Yogyakarta
sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Sebagai konsekuensi logis dari
tanggung jawab tersebut dan untuk memastikan penyelenggara pondokan
memiliki kepedulian, maka adanya izin penyelenggaraan pondokan menjadi
suatu keharusan sebagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum.
Di samping itu, penyelenggara pondokan mempunyai tanggung jawab
untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan di lingkungan
pondokannya dan di lingkungan masyarakat di mana pondokannya berada.
Tanggung jawab tersebut sekaligus membedakan pondokan dengan hotel,

penginapan dan sejenisnya yang pada umumnya bertujuan komersial.

Sertifikasi pondokan yang layak huni adalah merupakan bentuk kepedulian
dan tanggung jawab perguruan tinggi yang ada di wilayah Kota Yogyakarta
untuk mewujudkan dan menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai kota
pendidikan dan kota budaya. Oleh karena itu, sertifikasi pondokan yang
layak huni tidak bersifat komersial, tetapi lebih merupakan sebagai
jaminan dari perguruan tinggi bahwa suatu pondokan yang sudah

tersertifikasi layak untuk dihuni oleh pelajar atau mahasiswa.

Penegakan hukum dalam peraturan daerah ini mencakup segi preventif
sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan
mengoptimalkan instrumen izin dan pengawasan. Sedangkan segi represif
adalah sebagai usaha untuk memaksakan kepatuhan setiap orang
terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini
dengan menempatkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Penerapan
sanksi pidana dalam peraturan daerah ini adalah bersifat wultimum
remidium, artinya sanksi pidana baru digunakan apabila penerapan sanksi

administratif telah dirasakan tidak efektif untuk memaksakan kepatuhan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
ayat (1)
Dalam hal penyelenggara pondokan tidak memiliki izin
penyelenggaraan pondokan, pengembalian uang sewa
pondokan yang telah dibayarkan, dikembalikan sepenuhnya
terhitung sejak awal masa sewa.
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Yang dimaksud dengan layanan sosial antara lain panti
asuhan, panti sosial yang dikelola negara maupun
swasta/yayasan, rumah singgah yang dikelola negara maupun
swasta/yayasan.
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
ayat (1)
huruf a
Yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu
Tanda Penduduk penanggungjawab atau pejabat pengelola
Pondokan.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
hurufd
Surat pernyataan tanggungjawab ditanda tangani oleh
pimpinan daerah atau pejabat yang ditunjuk, sekurang-
kurangnya berisi :
1. Kesanggupan untuk melakukan pembinaan dan

pengawasan kepada penghuni Pondokan; dan



2. Menjamin penghuni Pondokan untuk mentaati peraturan

dan tata tertib yang berlaku di Daerah.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas .
Pasal 11
Cukup jelas .
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas .
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
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